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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Balikpapan  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam  persidangan majelis telah

menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Gugat antara: 

Penggugat,  Balikpapan,  22  Oktober  1999,  Agama Islam,  Pendidikan

SLTP,  Pekerjaan Tidak  ada,  Tempat  tinggal  xxxx

Kelurahan  xxxx  Kecamatan  Balikpapan  Selatan,  Kota

Balikpapan,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, Balikpapan,  31  Desember  1993,  Agama Islam,  Pendidikan

SLTA, Pekerjaan  Tidak ada, Semula bertempat tinggal di

xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota

Balikpapan,  Provinsi  Kalimantan Timur.  Sekarang dalam

masa  tahanan  di  LAPAS  (Lembaga  Pemasyarakatan)

Kelas II  A Balikpapan Jalan Jenderal  Sudirman No.  03,

Kelurahan  Damai  Bahagia,  Kecamatan  Balikpapan

Selatan,  Kota  Balikpapan,  Provinsi  Kalimantan  Timur,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah  mendengar  pihak  Penggugat  dan   saksi/keluarga  di  depan

persidangan; 

 DUDUK PERKARA
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Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal 06  Mei

2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana

didaftarkan  di   Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Balikpapan  dengan

register Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai

berikut : 

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,

menikah pada tanggal  22 Maret 2018, dan dicatat oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Balikpapan

Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana

tercatat  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  0342/081/III/2018,

tanggal 22 Maret 2018;  

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat  bertempat  tinggal  di  rumah orangtua  Tergugat  di  xxxx,

Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan,

Provinsi  Kalimantan  Timur,  ,selama 1  Tahun  8  Bulan,  dan  tidak

pernah berpindah-pindah;  

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat belum dikaruniai anak;  

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  mulai  tidak  rukun,  karena  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;  

5. Bahwa  Penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan  Bahwa  sejak  23  Agustus  2019,  Tergugat  ditangkap

oleh Kapolsek Balikpapan Selatan karena diduga melakukan tindak

pidana dalam pemakai narkotika dan semenjak itu penggugat tidak

bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;  

6. Bahwa Penggugat  sudah  berusaha bersabar  namun tidak

ada  itikat  baik  dari  Tergugat  Sehingga  Penggugat  sudah  tidak

sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama

Tergugat;  
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7. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  tersebut  terjadi  sejak  tahun  2019,

yang akibatnya Tergugat sekarang ini berada di lapas Balikpapan

yang  beralamat  di  Jalan  Jendral  Sudirman,  No.  03,  Kelurahan

Gunung  Bahagia,  Kecamatan  Balikpapan  Selatan,  Kota

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Penggugat pergi

meninggalkan  rumah  orangtua  Tergugat  dan  pergi  ke  rumah

saudara  Penggugat  di  xxxx,  Kelurahan  xxxx  Kecamatan

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi  Kalimantan Timur,

dan sehingga  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

 tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri  yang

sah sampai sekarang;  

8. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,

Penggugat  menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan

perkawinan  bersama  Tergugat,  oleh  karena  itu  Penggugat

mengadukan masalah ini ke  Pengadilan Agama Balikpapan. 

Berdasarkan alas an/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Balikpapan  c.q  Majelis  Hakim  yang

memeriksa dan mengadili  perkara  ini,  agar  menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra

Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat) 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara ini. 

          Atau  apabila  Pengadilan  Agama  Balikpapan  berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  hadir  secara  prinsipal  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat
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tidak  hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya,

meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha  menasihati Penggugat agar

sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Selasa tanggal 10 Juni 2020,

dan Selasa tanggal 17 Juli 2020,  Penggugat  tidak pernah hadir dan tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  hadir  sebagai  wakilnya,  meskipun  telah

dipanggil  secara  sah  dan  patut,  dan  ketidak  hadirannya  tersebut  tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa  untuk  mempersingkat  putusan  ini,  maka  Berita  Acara

Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa pada  persidangan  pertama Penggugat  telah

datang menghadap, namun pada persidangan berikutnya berturut-turut 2

kali  sidang  Penggugat  tidak  hadir  lagi  di  persidangan,  meskipun  telah

dipanggil  secara  sah  dan  patut  ,dan   tidak  pula  ternyata  bahwa  tidak

datangnya  itu  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  harus

dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan

berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak

dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo  dalam bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan  ketentuan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan
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Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  segala  peraturan  dan  kaidah  hukum  yang

berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1.  Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet

ontvankelijke verklaard);  

2.  Membebankan  kepada Pemohon  untuk  membayar  biaya

perkara  ini  sejumlah  Rp.  Rp. 491.000,-  (empat  ratus  sembilan

puluh  satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di  Pengadilan Agama Balikpapan pada hari

Rabu  tanggal  17  Juni  2020  Masehi.  bertepatan  dengan  tanggal  25

Syawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan

yang terdiri dari  Dra. Aisyah, M.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis,  Drs.

H.  Akh.  Fauzie, dan  Drs.  Muh.  Rifa’i,  M.H., masing-masing  sebagai

Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk  umum dengan didampingi

oleh  Zakiah  Darajah  Muis,  S.H., sebagai Panitera  Pengganti tanpa

hadirnya  Penggugat  dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttdttd ttdttd

Drs. H. Akh. Fauzie  Dra. Aisyah, M.H.I.

ttdttd

Drs. Muh. Rifa’i, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttdttd
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Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-

-  Proses : Rp 50.000,-

-  Pemanggilan : Rp 375000,-

-  PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai                           : Rp                6.000,-  

J u m l a h : Rp 491.000,-

(empat ratus Sembilan puluh  satu ribu rupiah)
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